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KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP )
BINA KREATIF MANDIRI { BKM ) LAPODI

BUPATI BUTON,

Menimbang a bahwa uniuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar masyarakat dan un
mendukung program Pemerintah Kabupaten Buton, peru membentuk Lembaga Kursus €

Pelatihan | LKF ),

b hahwa LKP Bina Krealif Mandid Lapodi merupakan lembaga pendidikan ya
berusaha mendekalkan kegiatan pendidikan |

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a d
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupali tentang lzin Operasional Lembz
Kursus dan Pelatihan (LKP) Bina Kreatil Mandin (BKM) Lapodi,

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk:
Daerah Tingkal |l di sulawest,

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Siste
Pendidikan Masional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301),

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dae
sebagaimana ltelah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomc
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Lindang-Undang Nomor 23 Tahun 2(
tentang Pemenntahan Daerah,

4 Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nask
Pendidikan,

5 Perauran Pemenntah Nomor 17 ftahun 2010 lentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan

6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Siz
Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Nonformal:

/. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 lentang St
Organisasi dan Tala Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Nonformal dan Informal,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masy;
dalam Pendidikan Daerah;



Memparhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tenta
Pendinan Satuan Pendidikan Nonformal e

10. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 lentang Pendelegasian Kewenang:
Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanama
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pinfu Kabupaten Butor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 201
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentan
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan  Perizinan Terpadu Saty  Pink
Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sall
Pintu Kabupaten Buton:

1. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
organisas!, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu salu Pintu Kabupaten Buton

Sural Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 421.1/525/2019 tanggal 9 Juli
2019 penhal Surat Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

Memberkan lzin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bina Kreatif Mandir
(BKM) Lapodi

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bina Kreatif Mandiri (BKM) Lapod| dapat menerima
warga belajar dan menyslenggarakan proses belajar mengajar seiak Sural Keputusan ini
ditandatangani,

Dalam menyelenggarakan kegiatan belgjar mengajar sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bina Kreatif Mandiri (BKM)
Lapodi wajib memperhatikan kelentuan-ketentuan sebagai berikut -

1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinyz
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bina Krealif Mandiri (BkM) Lapodi menjad
fanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP
Bina Kreatif Mandir {BKM) Lapodi:

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bina Kreafif Mandir (BKM) Lapodi waijit
menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untul
kelangsungan proses belajar menaajar;

3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacy pada peraturai

yang berlaku termaksud didalamnya Standar |si Kurikulum dan Juknis.

4, Penyelengara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bina Kreatif Mandiri (BKM) Lapoc

wajib menyampaikan laporan hasil kegialan secara berkala kepada Dinas Pendidika
Kabupaten Buton

o

lzin Operasional ini dapat diberhentikan sementara, dicabul atay dibatalkan apabila dalar
pelaksanaan kegialan, Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP} Bina Kreal

Mandiri (BKM) Lapodi tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktui
KETIGA dalam Keputusan ini.
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Menter| Pendidivan Republik Indonesia di Jakarnta,

Gubamur Sulawes: Tenggars di Kendan,
Bupat Buton & Pasarwajo

¥epata Dnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Salu Pintu Proving! Sulawesi Tenggara di Kendan,
Hapata Dinas Pandidikan Provins! Sulawes! Tanggara di Kendarl

Kapaia [Nnas Pendiditan Kabupatan Buton;
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